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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul : Penctapan Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Kawin
Terhadap Para Pihak yang Belum Memenuhi Syarat Umur Perkawimnan. Ini akan
membahas tentang dasar hakim membenkan penetapan permohonan dispensasi
kawin kepada para pihak yang mengajukan permobonan perkawinan dan akibat
hukum dari penctapan hakim dalam permohonan dispensasi kawin terthadap para
pihak yang belum mencapai syarat hukum (Studi Putusan Pengadilan Agama
Tahuna Nomor 13/PdtP/2023/PA.Thn). Tujusn Utama Penclitian ini adalah
untuk menganalisis dan memahami pertimbangan hukum Pengadilan Agama
dalam menangani dispensasi kawin terscbut, Penclitian ini merupakan Peaclitian
Yuridis Normatif, Penclitian yuridis normatif merupskan penclitian bhukum
dengan cara mencliti bahan pustaka atau data sckunder scbagai dasar uatuk
meneliti dengan teknik melaksanakan penclusuran terhadap peraturan dan
literatur berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Hasil dari peoelitian
menjelaskan bahwa Dalam putusan Nomor 13/PdtP/2023/PA.Tha hakim
memberikan pertimbangan pandangan serta naschat untuk pemohon terhadap
permohonannya. Dalam persidangan tersebut hakim berpatokan pada ketentuan
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 t(cotang perkawinan dalam
pertimbangannya. Akibat hukum yang timbul dari penctapan hakim adalah Jika
diterima maka perkawinan terscbut ssh menurut agama dan pegara serta
i akibat hukum. Jika ditolak maka anak yang dilshirkan tidak
memiliki kekuatan hukum dan nasab ayahnya.
Kata kuncl : Akibat Hukum, Dispensasi Kawin, Pertimbangan Hakim

Pembimbing Pembantu

M.H.
NIP. 198204132015042003

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum,Perdata,

NIP. 197307281998021001
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada akhir tahun 2019, telah terjadi perubahan pada Undang-Undang
Perkawinan, dimana sebelumnya perkawinan diatur dalam Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974 sekarang diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019.
Dengan terjadinya perubahan Undang-Undang tersebut, maka batas usia untuk
melangsungkan perkawinan juga ikut berubah yang mana sebelumnya usia
untuk melangsungkan perkawinan bagi pihak laki-laki apabila telah mencapai
usia 19 tahun dan perempuan telah mencapai usia 16 tahun, sedangkan didalam
Undang-Undang Perkawinan yang baru usia untuk melangsungkan perkawinan
disamakan antara laki-laki dan perempuan yaitu apabila telah mencapai usia 19
tahun.!

Perkawinan adalah ikatan yang lahir dalam keluarga sebagai bentuk
kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan diatur dengan peraturan
perundang-undangan (hukum islam dan hukum sosial). Sebelum hukum
perkawinan ada, tata cara perkawinan di indonesia sebagian besar diatur

menurut hukum agama juga hukum adat masing-masing. Sesudah berlakunya

! Machabbah Hidayatul Ummah, dkk, “Analisis Hukum Batas Umur Untuk
Melangsungkan Perkawinan Dalam Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Atas Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Certial Law
Journal, Vol.1, No.1, 2023, him.72.



hukum negara, maka lahirnya peraturan tentang perkawinan diatur dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.2

Perkawinan adalah suatu perjanjian suci, tegas dan teguh, serta laki-laki
dan perempuan hidup bersama secara sah dan membentuk keluarga yang kekal,
sopan santun, persaudaraan, keamanan, kedamaian, kebahagiaan dan
keabadian.® Adapun yang dimaksud dengan perkawinan di bawah umur yaitu
dimana perkawinan di bawah umur seharusnya merupakan hal yang yang tidak
boleh untuk dilakukan, karena didalam undang-undang perkawinan sendiri
telah menetapkan batas usia untuk seorang calon mempelai laki-laki dan calon
mempelai perempuan dalam melangsungkan perkawinan.

Pertimbangan tentang alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada
pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan
pertimbangan tentang alasan tersebut disertai bukti yang cukup yaitu surat
keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah
ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan untuk
mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak
untuk dilaksanakan.

Dalam perkawinan di bawah umur juga pastinya ada dampak yang
mengikuti dalam berlangsungnya perkawinan di bawah umur, baik dampak

yang positif atau yang negatif, begitu juga dengan terjadinya perkawinan di

2 Moch Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia, (bandung : Refika Aditama,
2016), him. 35.

3 Ahmad lzzan dan Saehudin, Figih Keluarga, (Bandung: Mizan Pustaka,
2017), him. 19.

* Endang Puji Astuti, “Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan
Prinsip Keadilan, Jurnal De Facto, Vol 8 No.1, Juli 202, him.87.



bawah umur akan memiliki dampak secara langsung terhadap pelakunya. Baik
itu dari dampak yang positif atau dampak negatif. Salah satu dampak negatif
perkawinan di bawah umur yaitu ketidak harmonisan rumah tangga dengan
berahir perceraian. Perkawinan yang berakhir dengan sebuah perceraian
banyak juga dialami oleh pasangan suami istri yang secara usia masih terbilang
muda, dan dalam usia perkawinan yang masih sangat muda juga, perkawinan
usia muda dimana dari segi kematangan emosi, mental, fisik belum siap dan
mengakibatkan suatu masalah dalam rumah tangga bahkan bisa menjadikan
suatu kendala yang besar dan berahir dengan perceraian. Untuk membangun
harmonisasi dalam rumah tangga antara hak dan kewajiban masing-masing dan
untuk mengetahui itu semua butuh bimbingan agama yang menjelaskan batas-
batas hak dan kewajiban dengan adil dan bijaksana. Jika semua suami istri
menjalankan kewajibannya, tentu akan tertunaikan juga hak secara sendirinya.
Apabila suami sudah melakukan kewajiban terhadap istri dengan sebaik-
baiknya, maka hak istri akan tertunaikan. Demikian juga apabila istri telah
melakukan kewajibanya secara baik terhadap suami, hak suami pun telah
tertunaikan.’

Ikatan dalam perkawinan sendiri merupakan suatu bentuk penyatuan dua
kepribadian karena satu sama lainnya harus saling melengkapi untuk
menggapai keridhaan-nya yang nyata sekaligus sebagai bentuk ke-Esaan-nya

dalam eksistensinya.®

5 Ariyanto Muhammad, Batas Usia ldeal Pernikahan Perspektif Magaid Syariah,
Jurnal UIN Sunan Ampel, Vol 1, Nol, 2016, him.82.
& Musfiroh dan Mayadina Rohmi. “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di
Indonesia”, Jurnal Hukum dan Syari’ah, Vol. 8, No.2, 2016, him.64.



Usia pada saat menikah mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dalam
pola pembinaan rumah tangga. Keadaan perkawinan antara seorang yang
menikah pada usia yang belum semestinya dengan seorang yang menikah
dengan usia yang telah matang, tentu sangat berbeda. Emosi, pikiran dan
perasaan seseorang yang dibawah umur yang tertulis pada UU Perkawinan
No.1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) dan KHI Pasal 15 ayat (1) tentu masih sangat
labil, sehingga tidak bisa mensikapi permasalahan-permasalahan yang muncul
dalam rumah tangga dengan bijaksana. Akibatnya pada perkawinan tersebut,
mempunyai peluang yang cukup besar berakhir dengan perceraian. Sebab baik
fisik maupun mental, belum siap menghadapi berbagai masalah dalam
kehidupan berumah tangga.

Begitulah hukum dalam Undang-Undang mengatur tentang batas umur
perkawinan. Oleh karena itu, dalam hal ini melanggar terhadap Pasal 7 ayat 2
Undang-Undang Tentang Perkawinan. Namun di bawah batas umur
perkawinan dapat menikah dengan izin wali dan pengadilan agama. Didalam
pengadilan agama yang meminta izin perkawinan di bawah umur tersebut
adalah orang tua kedua belah pihak atau pihak laki-laki atau pihak perempuan
dapat melakukan permohonan dispensasi kawin.”

Dengan adanya hal ini, diharapkan mereka yang belum siap jiwa dan
raganya agar senantiasa mau bersabar dan menahan nafsunya untuk tidak

melangsungkan sebuah perkawinan yang belum pada waktunya.

7 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2013),
him 66-67.



Berdasarkan dengan amar pada Putusan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Thn,
Majelis Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan
berlandaskan demi kemaslahatan dan kepentingan mendesak pada pasangan
agar tidak terjerumus lagi dalam perbuatan yang dilarang oleh Agama.
Kemudian di amar putusan saat persidangan Hakim Menimbang, bahwa untuk
memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019
Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Majelis Hakim pada saat persidangan telah berusaha menasihati para
pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya
terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan
organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi
perselisinan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak
disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan
tetapi tidak berhasil. &

Sebagaimana di dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Tahuna
Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Thn yang diajukan oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2,
dalam duduk perkaranya Pemohon 1 menjelaskan bahwa alasan pemohon 1
dan pemohon 2 bermaksud segera menikahkan anaknya dengan calon
suaminya, dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta selama kurang
lebih 1 tahun 3 bulan dan sudah sering keluar bersama dan sudah tidak bisa

dipisahkan lagi serta mereka sudah pernah melakukan hubungan suami istri

8 Hasan, Hamzah, “Pernikahan di Bawah Umur (Analisis Tentang Konsekuensi
Pemidanaan)”, Jurnal Al-Daulah, 6, No.1, 2018, him.116.



sehingga dalam petitumnya para pemohon meminta hakim untuk memberikan
dispensasi kawin kepada anaknya karena para pemohon merasa malu dan
khawatir apabila tidak segera dinikahkan terjadi hal yang sama dan untuk
mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, maka penulis ingin
mengkaji alasan hakim memberikan penetapan dispensasi kawin terhadap anak
dibawah umur untuk menikah, dasar hukumnya serta alasan permohonan
penetapan dispensasi kawin yang akan dituang dalam bentuk skripsi dengan
judul : Penetapan Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Kawin Terhadap

Para Pihak Yang Belum Memenuhi Syarat Umur Perkawinan.



B. Rumusan Masalah

Masalah yang akan diteliti agar dapat menjadi jelas dan lebih oprasional,

maka masalah ini perlu di rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1.  Apa dasar hakim memberikan penetapan permohonan dispensasi kawin
kepada para pihak yang mengajukan permohonan perkawinan (Studi
Putusan Pengadilan Agama Tahuna Nomor: 13/Pdt.P/2023/PA. Thn) ?

2. Apa akibat hukum dari penetapan hakim dalam permohonan dispensasi
kawin terhadap para pihak yang belum mencapai syarat hukum (Studi

Putusan Pengadilan Agama Tahuna Nomor: 13/Pdt.P/2023/PA. Thn)?

C. Tujuan Penelitian
Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1.  Untuk menganalisis alasan dasar hakim memberikan penetapan
permohonan dispensasi kawin kepada para pihak yang mengajukan
permohonan perkawinan.

2. Untuk menganalisis akibat hukum dari penetapan hakim dalam
permohonan dispensasi kawin terhadap para pihak yang belum mencapai

syarat hukum.



D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
1.  Manfaat Teoritis :

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan
manfaat bagi perkembangan hukum di indonesia terutama dalam ruang
lingkup hukum perdata dalam kaitannya dengan ilmu hukum beracara
perdata khususnya dalam proposal skripsi penetapan hakim dalam
permohonan dispensasi kawin terhadap para pihak yang belum memenuhi

syarat umur perkawinan

2. Manfaat Praktis
1)  Bagi Pemerintah sebagai pembuat kebijakan
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan
pertimbangan dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan
hasil penelitian.
2)  Bagi Legislatif selaku pembuat Perundang-Undangan
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan
pertimbangan dalam membuat dalam membuat peraturan
perundang-undangan baru atau melakukan perubahan terhadap
peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

3) Bagi Yudikatif selaku penegak hukum Aparat Penegak Hukum



Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam
melakukan implementasi terhadap Putusan Pengadilan Agama
Tahuna 13/Pdt.P/2023/PA.Thn

4)  Bagi Aparat Penegak Hukum lainnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bacaan
bagi Aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan
penelitian ini saat beracara di persidangan.

5)  Bagi Pemerhati Perlindungan Anak dan Perempuan

Bagi penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan
referensi bagi Pemerhati Perlindungan Anak dan Perempuan untuk
mengurangi angka kawin di bawah umur dan pemenuhan hak-hak
anak dan perempuan yang melakukan dispensasi kawin.

6) Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan

informasi yang bermanfaat dan juga menambah ilmu bagi

masyarakat mengenai dispensasi kawin

E. Ruang Lingkup
Putusan hakim adalah sesuatu yang memiliki banyak objek yang bisa
dianalisis, karenanya agar pembahasan skripsi ini tidak menyimpang sehingga
dapat lebih terarah dan sesuai dengan objek permasalahan dan judul.
Pembahasan ruang lingkup ini merupakan pedoman bagi penulis agar

nantinya pembahasan tidak terlalu meluas dari makna yang terkandung didalam
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rumusan masalah dan juga diharapkan dapat memberikan pola pikir yang utuh,
terpadu dan sistematis dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang
ada. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan menyinggung hal lain yang

berhubungan dengan permasalahan yang ada pada judul skripsi ini.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam
menentukan nilai suatu putusan hakim dengan kepastian hukum dan
kejujuran sehingga pertimbangan hakim harus cermat dan teliti. Apabila
perbuatan hakim tidak sempurna, tertib dan lengkap, maka putusan hakim
untuk mengadili hakim tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung.®

Hakim yang memeriksa perkara juga membutuhkan alat bukti, dengan
menggunakan hasil pembuktian sebagai bahan pertimbangan dalam
memutus perkara. Bukti adalah tahap yang paling penting dari proses.
Tujuan pembuktian adalah untuk menyakinkan bahwa peristiwa atau fakta
yang dikemukakan itu benar-benar terjadi untuk memperoleh putusan yang
benar dan adil oleh hakim. Yang sebenarnya terjadi, yaitu adanya hubungan
hukum antar para pihak.*°

Selain itu, penilaian hakim pada prinsipnya harus mencakup tentang

hal-hal sebagai berikut :

® Mukti Arto, Praktak perkara perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2004), him. 140
10 1bid, him 140
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a. Jika argument tidak ditolak, masalah dan faktor utama di idetifikasi.

b. Adanya analisis hukum atas putusan tersebut dalam segala hal

mengenai semua fakta/perkara yang terbukti di pengadilan.

c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus

dipertimbangkan/diadili.**

Penulis menggunakan teori pertimbangan hakim ini digunakan sebagai
alat atau sarana untuk membahas dan menganalisis terhadap dasar
pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan Putusan Pengadilan Agama
Tahuna Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Thn mengenai perkara permohonan
dispensasi kawin.

2. Konsep Dispensasi Perkawinan

Indonesia merupakan tempat paling sempurna untuk melukiskan
pertemuan keragaman agama-agama di dunia selain dari kondisi
kebangsaan, kesukuan dan ras yang sangat plural pula.?

Perkawinan adalah salah satu tujuan hidup bagi manusia, meskipun
beberapa manusia lainnya ada yang memilih untuk tidak melangsungkan
perkawinan. Perkawinan merupakan sebuah komitmen yang mengikat
hubungan antara pria dan wanita. Setelah melangsungkan perkawinan,
hubungan pria dan wanita akan terikat secara jasmani dan rohani sebagai
sepasang suami dan istri. Pernikahan bukan hanya menjadi sebuah

keinginan pribadi, tetapi sering kali berasal dari tuntutan sosial dari

1 1bid, him.140.
12 Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,
2013), him.95.
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lingkungan keluarga atau masyarakat. Hal ini juga diperkuat oleh fitrah
manusia yang merupakan makhluk sosial karena saling membutuhkan.
Kebutuhan tersebut dapat terpenuhi melalui ikatan perkawinan yang akan
menghasilkan keturunan.*

Perkawinan adalah suatu lembaga yang sakral karena dengan
perkawinan dapat memenuhi kebutuhan biologis yang akan lahir anak
keturunan yang dapat meneruskan kehidupan manusia secara
berkelanjutan.4

Pengertian Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.
Jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya
tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dibereskan.'® Masyarakat lumrah
dengan adanya istilah dispensasi, sebab segala hal yang terjadi dalam
masyarakat tidak luput dari sebuah dispensasi, asalkan tidak keluar dari
norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan
beragama. Sehingga Dispensasi Kawin adalah kelonggaran perkawinan
yang diberikan oleh pemerintah yang sebenarnya tidak boleh dilakukan atau
dilaksanakan karena kurangnya umur dari calon pengantin menurut

Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Namun, Kehidupan masyarakat

13 patricia Karlina Dimiyati Dan Rosalinda Elsina Latumahina, ¢’ Akibat Hukum
Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Terhadap Putusan Pn Surabaya
Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn Sby’’, Jurnal indonesia journal of law and social-political
Governance, Vol. 3 No 1, (2023), him.139

14" Moch Isnaeni, Hukum Perkawinan, (Surabaya: Ervka Petra Medika, 2016),
him.17.

15 Poerdawarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka,
2011), HIm.88.
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yang beragam menimbulkan masalah dalam hal batasan usia dalam
menikah, sehingga pemerintah memberikan Dispensasi Kawin kepada
orang-orang tertentu dan menjadikannya problem solving bagi masyarakat.

Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orangtua calon mempelai
yang usianya masih di bawah ketentuan usia pernikahan, selanjutnya
bilamana Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi kawin
dalam bentuk penetapan, maka salinan penetapan tersebut dapat dijadikan
sebagai memenuhi kekurangan persyaratan melangsungkan perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan secara eksplisit tidak melarang
perkawinan di bawah umur. Batasan usia persyaratan perkawinan telah
diatur, akan tetapi pada tingkat praktik penerapannya bersifat fleksibel.
Artinya, dalam keadaan tertentu jika secara kasuistik memang sangat
mendesak atau keadaan darurat maka kedua calon mempelai harus segera
dikawinkan.*®

Perkawinan di bawah umur dapat dicegah dan dibatalkan. Pasal 60
Kompilasi Hukum Islam dan juga Pasal 13 sampai dengan Pasal 28 Undang-
Undang Perkawinan menyebutkan pencegahan perkawinan dapat dilakukan
bila calon suami atau calon istri tidak memenuhi syarat-syarat untuk
melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan perundang-

undangan. Ini berarti apabila perkawinan di bawah umur akan berdampak

16 Ahmad Rofig, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gama
Media, 2001), him.111.
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negatif terhadap perlindungan anak dan Kkesejahteraan anak maka
perkawinan tersebut dapat dicegah atau dibatalkan.

Dispensasi usia pernikahan merupakan dispensasi atau keringanan yang
diberikan Pegadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup
umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria dan wanita yang belum
mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

Dispensasi usia nikah diatur dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019.
Dispensasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 16
Tahun 2019 Pasal 7 ayat 2 artinya penyimpangan terhadap batas minimum

usia nikah

. Teori Akibat Hukum

Teori akibat hukum adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan
terhadap subjek hukum yang disebabkan oleh hukum.'” Akibat hukum
adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan untuk mencapai hasil yang
diharapkan oleh badan hukum. Akibat yang diatur oleh undang-undang
hukum, sedangkan perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan hukum,
yaitu sesuai dengan hukum yang berlaku

Sebagaimana yang terjadi pada perkawinan anak di bawah umur. Anak
di bawah umur yang mendapat dispensasi nikah boleh melaksanakan
perkawinan walaupun usianya masih di bawah umur. Sehingga akibat

hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur yaitu anak

17 Achmad ali, Menguak Tabir Hukum, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2008), him.192.
18 R, Soeroso, Pengantar llmu Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), him.295.
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tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu
perbuatan hukum atau ia tidak berada di bawah pengampuan orangtuanya
lagi. Setelah anak melakukan perkawinan kemudian anak itu hamil dan
melahirkan seorang anak, maka anak tersebut menjadi anak sah sebagai
akibat ia dinikahkan. Dan apabila anak itu dinikahkan kemudian anak itu
lahir sebagai anak sah, maka timbullah suatu hubungan perdata antara orang
tua dan anak terhadap harta perkawinan. Maksud anak sah di sini adalah
karena pada saat ia lahir ia mempunyai ayah dan ibu dan dari hasil

perkawinan yang sah pula.t®

Konsep Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut ahli Kaelany HD menyatakan
pengertian perkawinan, yaitu antara calon suami dan istri untuk memenuhi
hajat jenisnya menurut ketentuan yang diatur oleh syariah, ahli hukum
lainnya juga seperti subekti mengungkapkan perkawinan adalah pertalian
sah yang terjadi antara seorang laki-laki dan wanita untuk waktu yang lebih
lama.

Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pada Pasal 7
ayat (1) menyatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita
sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, pada usia tersebut baik

pria maupun wanita telah di asumsikan bahwa dalam usia tersebut telah

19 Endang Puji Astuti dan Susiwo, Loc.Cit. him 89
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mencapai usia minimal untuk melangsungkan perkawinan dengan segala

permasalahan.

1. Dispensasi Perkawinan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Dispensasi adalah pengecualian
dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus sehingga mendapat
pengecualian dalam hal tertentu yang sudah ada pengaturannya dalam
peraturan perundang-undangan.?® Sedangkan dalam bahasa Indonesia,
perkawinan berasal dari kata “kawin” yang secara etimologi berarti
membentuk keluarga dengan lawan jenis (melakukan hubungan kelamin
atau bersetubuh).?

Dispensasi nikah yaitu permohonan yang di minta kepada Hakim
Pengadilan Agama karena anaknya belum cukup umur untuk
melangsungkan perkawinan dimana perkawinan dapat dilangsungkan oleh
pria dan wanita yang telah mencapai umur 19 tahun berdasarkan Undang-
undang No 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun
1974.

Sehubungan dengan undang-undang tersebut, perkawinan di bawah
umur dilarang keras dan harus dicegah pelaksanaannya. Penyimpangan dari

batas umur minimal umur perkawinan ini harus mendapatkan dispensasi di

20 Bambang Marhiyanto, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta : Victory
Inti Cipta, 2018), him.104.

21 Mahmudin Bunyomin, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung : Pustaka Setia,
2017), him.1.
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pengadilan terlebih dahulu, setelah mendapatkan dispensasi ini baru bias

dianjurkan dan dapat dilaksanakan perkawinan.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun
cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.
Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk
mandapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan,
dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat

digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.??

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian
Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang
digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar
untuk meneliti dengan teknik malaksanakan penelusuran terhadap peraturan dan

literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.?

2. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute
Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach).
a. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute

approach). Yaitu pendekatan perundang-undangan yang pendekatan

22 Sugiyono, Metode Penelitian : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RoD,
(Bandung : Alfabeta, 2009), hIm.6.

23 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu
Tinjauan Singkat), (Jakarta : Rajawali Pers, 2001), him.13.
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dilakukan dengan meneliti, mencermati, menelaah dan aturan hukum atau
semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum
yang diteliti, sehingga dapat memecahkan permasalahan yang sedang di
teliti.

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) adalah penelitian yang dilakukan
dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu
yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.? Pendekatan kasus ini berguna dalam
mempelajari penerapan suatu norma yang dilakukan dalam suatu praktik

hukum.2

3. Bahan Penelitian Hukum
Bahan dari penelitian karya ilmiah ini yakni bahan hukum sekunder
dari berbagai bahan hukum yang berupa:
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum prime bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan
masalah kawin anak di bawah umur, yaitu:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

24 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenadamedia Group,
2005), him.128.

2 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Bandung : Kharisma
Putra Utama, 2015), him.134.

2 |bid., hIm.96.
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c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman
Mengadili Perkara Dispensasi kawin.
e. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
f. Putusan Pengadilan Agama Tahuna Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Thn.
2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang mempunyai
kegunaan untuk memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer yang
berupa hasil penelitian, buku-buku, teori hukum, dan pendapat hukum
yang berkaitan langsung dengan penelitian.?
3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mempunyai
kegunaan sebagai arahan atau penjelasan mengenai bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder seperti literatur, dokumen, media masa,
Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan internet, dalam

rangka menunjang kegiatan penelitian.?®

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis adalah teknik
pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan

cara membaca, menulis, dan menganalisis informasi-informasi yang ada

27 peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., him.141.
28 |bid., hIm.25.
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kaitannya dengan masalah yang akan dibahas yaitu dari dokumen seperti
buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan sumber lain, setelah
mndapatkan informasi dari dokumen tersebut penulis membuat kesimpulan

dari penelitian tersebut untuk dituang dalam karya tulis ilmiah.

. Analisis Bahan Hukum

Untuk penelitian ini penulis menggunakan metode Kkualitatif,
menurut Kirk & Miller metode kualitatif adalah penelitian yang
menggunakan cara pengamatan dari manusia atau sosialnya.® Bahan hukum
yang didapatkan dari hasil penelitian dapat diuraikan dengan cara
memaparkan data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan yang
meringkas berbagai kondisi dan situasi yang terjadi dalam berbagai data

tersebut.3°

Teknik Penarikan Kesimpulan

Untuk menarik sebuah kesimpulan, maka penulis menggunakan
metode deduktif. Metode deduktif diartikan sebagai metode pengambilan
kesimpulan dari pembahasan yang diteliti, dimana metode penarikan ini
dilakukan dari hal bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat
khusus. Adapun bahan kajiannya adalah suatu fakta sehingga diharapkan

mampu mendapatkan suatu tujuan yang ingin dicapai. 3

2 Albi Anggito & Johan Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Jawa Barat:
Jejak, 2018), him.7.

30 Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi Dan tesis Bisnis, (Jakarta :
Rajawali Pers, 2009), him.51.

31 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta :
Grafindo Persada, 2014), him.18.
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Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini membahas mengenai
penetapan hakim dalam permohonan dispensasi kawin terhadap para pihak
yang belum memenuhi syarat umur perkawinan, serta menganalisis alasan
hakim dalam memberikan penetapan permohonan dispensasi kawin

terhadap para pihak yang belum memenuhi syarat umur perkawinan.
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